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Abstrak: Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pember-
dayaan Social Entrepreneur. Tujuan penelitian ini adalah memberikan 
gambaran tata kelola lembaga zakat dalam pemberdayaan social enthre-
preneur. Metode yang digunakan adalah studi kasus melalui wawan
cara dengan sejumlah informan pengelola lembaga zakat. Penelitian ini 
me nemukan bahwa transformasi tata kelola lembaga zakat berdampak 
pada efektifitas dalam mengembangkan kemandirian sosial ekonomi 
mustahik. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan cara mendirikan 
usaha, pe nguatan permodalan usaha, pendampingan, dan keterlibatan 
mustahik secara berkelompok. Implikasinya, lembaga pengelola zakat 
bertransformasi menjadi lembaga social entrepreneur yang berfungsi 
memberdayakan para mustahik.

Abstract: The Role of Zakat Institution Governance in Empower-
ing Social Entrepreneurs. The purpose of this study is to provide an 
overview of the governance of zakat institutions in social entrepreneur 
empowerment. The method used is a case study through interviews with 
several informants managing zakat institutions. This study finds that the 
transformation of the governance of zakat institutions has an impact on 
the effectiveness of developing mustahik socio-economic independence. 
The Empowerment is carried out by establishing a business, strengthen-
ing business capital, assistance, and involvement of group mustahik. The 
implication is that the zakat management institution is transformed into a 
social entrepreneur institution that functions to empower mustahik.

Kata kunci: pemberdayaan, etika bisnis islam, dampak sosial

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang men
jalankan fungsinya sebagai organisasi pe
ngumpul, pengelola, dan pendistribusi zakat 
dalam operasionalnya harus selalu beru
saha mengamalkan prinsipprinsip; siddiq, 
amanah, tabligh, dan fathanah. Keempat 
prinsip tersebut merupakan karakter peri
laku para Rasulullah. Siddiq dapat dimak
nai perilaku yang mengedepankan kejujur
an, tabligh yaitu perilaku keterbukaan dan 
transparansi, amanah merupakan perilaku 
yang senantiasa bertanggung jawab, dan 
fathanah adalah perilaku profesional yang 
selalu berusaha melakukan perbaikan se
cara terus menerus. Keempat karakter Ra
sulullah tersebut sebenarnya pada era or
ganisasi modern diimplementasikan dalam 
prinsipprinsip tata kelola organisasi yang 
baik (good governance) yang meliputi trans

 
 

paransi,  pertanggungjawaban,  akuntabili 
tas,  partisipasi,  dan  responsibilitas.  Tata 
kelola lembaga zakat yang baik akan menja 
dikan  LAZ  mampu  mendayagunakan  zakat 
sesuai  dengan  prioritas  programnya,  demi 
mengembangkan  dan  membangun  sosial 
dan  ekonomi  masyarakat  yang  berhak  me 
nerima.  Pembangunan  dan  pengembangan 
sosial dan ekonomi masyarakat miskin agar 
lebih  mandiri  harus  menjadi  prioritas  LAZ 
karena  ini  merupakan  misi  utama  lembaga 
zakat. Misi ini dapat terlihat dari zakat dipe 
runtukkan  untuk  8  golongan  (asnaf)  yang 
berhak menerima zakat yang terdiri dari fa 
kir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, ji-
had fi sabilillah, dan musafir yang kehabisan
bekal.

Penyaluran zakat selama ini masih ba
  nyak bersifat charity sehingga para fakir mis 
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kin tidak menjadi mandiri melainkan tetap 
memiliki kebergantungan terhadap zakat 
tersebut. Kondisi ini seperti hasil penelitian 
Susilowati & Setyorini (2018) serta Ryando
no & Hazami (2016). Apabila sifat penyalur
an zakat yang masih berpola charity, akan 
berdampak pada pembentukan karakter 
mustahik yang terus bergantung pada dana 
zakat. Dengan demikian, pola charity dalam 
penyaluran zakat boleh dilakukan hanya da
lam kondisi darurat saja tetapi apabila tidak 
dalam kondisi darurat sebaiknya menggu
nakan pola pemberdayaan sesuai dengan 
potensi sosial ekonomi yang dimiliki peneri
ma zakat (mustahik). Pemberdayaan ini de
ngan tujuan untuk membangun kemandi
rian mustahik agar suatu saat nanti dapat 
terlepas dari kebergantungan dana zakat. 
Program pemberdayaan tersebut dapat le
bih optimal apabila lembaga pengeloa zakat 
menerapkan program kewirausahaan sosial 
(social entrepreneur) dan juga adanya keter
libatan pemerintah di dalamnya. 

Amil atau lembaga zakat dapat didefi
nisikan lembaga khusus yang dibentuk pe
merintah dalam menangani zakat dalam 
sebuah sistem manajemen yang fungsio
nal dan professional (Ahmad & Rusdianto, 
2018; Mutmainah, 2015). Selain bertugas 
dalam pengumpulan dan pendistribusian 
zakat, lembaga zakat juga berperan dalam 
penyalur an zakat produktif yang lebih me
nekankan partisipasi mustahik dalam se
buah program pemberdayaan (Sain, Rah
man, & Khanam, 2016; Wahab, Zainol, & 
Bakar, 2017). Metodenya adalah membekali 
mustahik dengan jiwa kewirausahaan untuk 
merintis usaha dan/atau memberda yakan 
usahanya yang telah dijalankan selama ini 
dengan penguatan permodalan dan Sum
ber Daya Insani (SDI) serta pendamping
an usa hanya agar lebih mandiri. Semen
tara itu, bagi yang sulit untuk mendirikan 
dan mengembangkan usaha, mereka dapat 
diberi pendidikan dan latihan keterampilan 
kerja agar mampu mendapatkan pekerjaan 
layak. 

Penggunaan pendekatan kewirausa
haan dalam menyelesaikan masalah sosial 
ekonomi masyarakat merupakan sebuah 
terobosan baru yang seringkali didefi
nisikan sebagai kewirausahaan sosial (so-
cial entrepreneur). Social entrepreneur dapat 
didefinisikan sebagai wirausahawan yang 
beroperasi sebagai organisasi nirlaba teta
pi memiliki dampak sosial sebagai tujuan 
utama (Littlewood & Holt, 2018; Newth & 

Woods, 2014; Retsikas, 2017). Abdullah 
& Ismail (2014) dan Mustafa, Mohamad, & 
Adnan (2013) juga berpendapat bahwa ter
dapat perbedaan antara social entrepreneur 
dan business entrepreneur. Dalam business 
entrepreneur pelaku usaha masih memiliki 
keinginan untuk memperoleh keuntungan 
atau kekayaan diri dalam melaksanakan ke
giatan kewirausahaan. Sementara itu, social 
entrepreneur lebih mengarahkan keuntung
an dari kegiatan kewirausahaannya untuk 
menolong atau memberdayakan masyarakat 
yang membutuhkan. Konsep ini mempe
ngaruhi ukuran keberhasilan dari kegiatan 
social entrepreneurship, yang lebih mengarah 
pada penciptaan nilainilai sosial (social va-
lue) dibandingkan penciptaan profit (Frank 
& Shockley, 2016; Roundy & Bonnal, 2017; 
Shaw & Bruin, 2013). Konsep kewirausahaan 
sosial ini telah diterapkan diberbagai nega
ra, diantaranya seperti pembiayaan mikro di 
Bangladesh oleh Muhammad Yunus, pem
biayaan pertanian di Kenya oleh Madison 
Ayer, pemberdayaan masyarakat desa di 
Afrika Selatan oleh Paul Cohen, dan sosial 
entrepreneur lainnya (Firdaus, 2018; Rini, 
2016). Cherrier, Goswami, & Ray (2018) me
nerangkan bahwa social entrepreneur adalah 
seseorang yang memahami permasalahan 
sosial dan berupaya menggunakan keahlian 
entrepreneurshipnya untuk menciptakan 
perubahan sosial, khususnya di bidang ke
sejahteraan. Beberapa penelitian mengenai 
wirausaha sosial membahas mengenai kon
sep dan praktek kewirausahaan sosial yang 
merupakan cara baru dalam mengatasi ma
salah sosial (Auvinet & Lloret, 2015; Desa & 
Basu, 2013; Shaw & Bruin, 2013). Tujuan 
dari social entrepreneur yang bertujuan un
tuk menyelesaikan masalah sosial ini se
laras dengan fungsi zakat yang disampaikan 
oleh Rahdari, Sepasi, & Moradi (2016) se
bagai saluran alokasi sumber daya, distribu
si keadilan, dan social security, serta menja
di stimulan dalam kestabilan perekonomian.

Keterkaitan tujuan ini membuka pelu
ang studi mengenai konsep social entrepre-
neur yang dapat dikaitkan dengan peran 
lembaga zakat yang masih sangat terba
tas, di antaranya adalah penelitian Efendi 
(2017) dan Müller (2017). Dalam studi litera
tur konseptual social entreprenuership yang 
memiliki kedekatan orientasi dengan misi 
pengelolaan zakat produktif mengedepan
kan aspek kebersamaan dalam semangat 
persaudaraan (ukhuwah) melalui social mis-
sion (goal), dengan membangun kemandi
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rian ekonomi (empowerment) serta mene
rapkan ethical business principles. Huda & 
Sawarjuwono (2013) berargumentasi bah
wa penggunaan konsep social entrepreneur 
pada pendistribusian dana zakat, infaq, sha-
daqah (ZIS) merupakan sebuah sudut pan
dang yang menarik untuk dikaji lebih dalam. 
Selain dikaitkan dengan social entrepreneur 
diperlukan adanya tata kelola yang baik da
lam lembaga zakat. Hal ini seperti penelitian 
Susilowati & Setyorini (2018) dalam Efektivi
tas Tata Kelola Dana Zakat yang mengupas 
efektivitas dan efisiensi tata kelola pendistri
busian dana zakat melalui zakat core prin-
ciple. Penelitian yang membahas tentang 
social entrepreneur pada lembaga zakat ma
yoritas masih dalam kerangka literatur dan 
belum diperkuat dengan penelitian empiris. 
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini me
neliti bagaimana secara empiris tata kelola 
lembaga zakat dalam mengimplementasikan 
social entrepreneur sebagai upaya pember
dayaan mustahik agar lebih mandiri secara 
sosial ekonomi. 

METODE
Penelitian ini berupaya untuk meng

gambarkan pemberdayaan mustahik yang 
dilakukan oleh lembaga zakat di Indonesia 
dengan mengimplementasikan social entre-
preneur. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
digunakanlah pendekatan penelitian beru
pa analisis kualitatif dengan strategi studi 
kasus. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara mendalam (indepth interview), 
observasi, dokumen, dan studi literatur. 
Data utama penelitian ini merupakan infor
masi mengenai program pemberdayaan yang 
diberikan oleh lembaga zakat BAZNAS. Data 
primer diambil dari wawancara mendalam, 
sedangkan data sekunder diambil dari doku

men lembaga zakat, buku, jurnal, majalah 
ekonomi, dan artikel yang berkaitan dengan 
topik penelitian. 

Wawancara mendalam dilakukan un
tuk mengeksplorasi pemikiran, sudut pan
dang, ide, karakter, dan pendapat dari res
ponden secara langsung, mendalam, dan 
in tensif (Bryer, 2014; Jonsen, Fendt, & Point, 
2018; Parker, 2014). Pertanyaan dalam wa
wancara dikembangkan secara sistematis 
dan seragam untuk mengeksplorasi per
spektif dan pengalaman responden yang ber
beda. Wawancara mendalam juga dilakukan 
dengan fleksibilitas yang tampaknya lebih 
berupa percakapan dan dialog biasa teta
pi dengan pertanyaan yang telah disiapkan 
sebelumnya sehingga tujuan dari percakap
an ini akan tercapai dengan mendapatkan 
per spektif dari masingmasing responden 
secara menyeluruh dan mendalam (Parker, 
2012). Wawancara mendalam dianggap pa
ling tepat untuk desain penelitian ini. 

Pertimbangan BAZNAS Provinsi Jawa 
Timur juga dipilih sebagai obyek penelitian 
karena hasil awal wawancara dengan BAZ
NAS Pusat memberikan informasi bahwa 
BAZNAS yang telah memiliki program pem
berdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) de ngan 
zakat bergulir adalah BAZNAS Propinsi Jawa 
Timur. Dengan demikian, BAZNAS Jawa Ti
mur layak dijadikan sebagai penguat dan 
sekaligus triangulasi kajian empiris tentang 
tata kelola lembaga zakat sebagai social en-
trepreneur. Informan pada penelitian ini ada
lah BAZNAZ Pusat, BAZNAS Jawa Timur, 
mitra BAZNAS Jawa Timur, dan mustahik. 
Adapun daftar nama informan dijelaskan 
pada Tabel 1.

Wawancara direkam menggunakan 
pe  rekam dan katakata yang ditranskrip. 
Catatan wawancara diperlukan agar peneliti 

Tabel 1. Daftar Nama Informan

Nama Informan (Samaran) Peran
Ani Pengurus BAZNAS Pusat
Bambang Pengurus BAZNAS Pusat
Budi Pengurus BAZNAS Jawa Timur
Abi Pengurus BAZNAS Jawa Timur
Umi Mitra BAZNAS Jawa Timur
Roma Mitra BAZNAS Jawa Timur
Sari Mustahik
Dedi Mustahik
Sumini Mustahik
Beby Mustahik
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tidak kehilangan informasi yang dieksplora
si dari responden (Humphrey, 2014; Loo & 
Bots, 2018; Prencipe, BarYosef, & Dekker, 
2014). Pada penelitian ini pengujian validitas 
data dilakukan melalui uji kredibilitas data 
yang dilakukan melalui metode Triangulasi. 
Triangulasi sumber dilakukan pada pros
es wawancara mendalam dengan pengurus 
zakat di BAZNAS Pusat dan BAZNAS Jawa 
Timur dengan informasi dari mitra penyalur 
dana BAZNAS ataupun kelompok mustahik 
yang menerima dana zakat tersebut. 

Analisis data dalam penelitian ini meng
gunakan analisis heuristic case study. Pene
litian heuristik dapat dianggap sebagai pen
carian untuk penemuan makna dan esensi 
nyata dalam pengalaman manusia yang sig
nifikan (Poulter, 2003). Heuristik berkaitan 
dengan makna, bukan pengukuran; dengan 
esensi, bukan penampilan; dengan kuali
tas, bukan kuantitas; dengan pengalaman, 
bukan perilaku (Gerring & Cojocaru, 2016; 
Reddy, 2015). Unit analisis yang menjadi en
titas utama yang dianalisis dalam studi heu
ristik ini adalah mengenai program pember
dayaan zakat yang diterapkan BAZNAS Jawa 
Timur sebagai social entrepreneur. Kasuska
sus yang hasilnya tidak diprediksi atau tidak 
dijelaskan dengan baik oleh teoriteori yang 
ada dapat menjadi sangat khusus berguna 
dalam mengidentifikasi variabel baru. 

Peneliti dapat menggunakan studi ka
sus untuk menguji apakah teori yang ada 
menjelaskan proses secara akurat serta ha
sil dari kasuskasus tertentu. Studi kasus 
ju ga dapat mengidentifikasi variabel dan hi
potesis baru secara heuristik. Ini bisa terja
di melalui studi kasus yang hasilnya belum 
dijelaskan dalam teori, tetapi itu juga terjadi 
dalam kegiatan lapangan biasa, seperti pe
nelitian arsip dan wawancara dengan peser
ta, pakar bidang, dan sejarawan (Elman, 
Gerring, & Mahoney, 2016; Guetterman & 
Fetters, 2018; Vannoni, 2015).

Pada penelitian ini hasil analisis prog
ram pemberdayaan di BAZNAS menerapkan 
konsep dasar social entrepreneurship se
hingga menghasilkan sebuah studi menge
nai peran lembaga zakat sebagai social en-
trepreneur yang dilaksanakan dalam sebuah 
model pemberdayaan mustahik. Pada pene
litian ini juga dibahas mengenai tata kelola 
lembaga zakat sebagai social entrepreneur 
dalam pemberdayaan mustahik pada Badan 
Zakat Nasional (BANZAS) Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Zakat sebagai rukun Islam ketiga me

rupakan amalan bagi muslim yang memiliki 
dimensi vertikal (hubungan manusia dengan 
Allah) dan dimensi horizontal (hubungan 
manusia dengan sesama manusia). Dalam 
dimensi vertikal perintah kewajiban zakat 
sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban 
melaksanaan salat. Hal ini dapat dimak
nai bahwa zakat merupakan amalan yang 
sejajar dengan salat. Zakat dalam dimensi 
hori zontal merupakan instrumen ekonomi 
agar kekayaan tidak hanya diberputar di 
kalang an orang kaya tetapi juga merupakan 
instrumen untuk menciptakan kesamaan 
sosial ekonomi antara si kaya dengan si mis
kin. Zakat dapat digunakan sebagai sarana 
untuk memberdayakan sosial ekonomi ma
syarakat miskin dan juga merupakan instru
men mentransfer keberuntungan ekonomi si 
kaya kepada mereka yang belum beruntung 
dalam ekonomi. Islam mengajarkan bahwa 
setiap harta yang dimiliki selalu ada hak 
bagi golongan yang tidak beruntung dalam 
ekonomi seperti disebutkan dalam QS adz 
Dzaariyat ayat 19:

“Dan pada hartaharta mereka 
ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang 
tidak beruntung (tidak mendapat 
bagian).”

Ayat ini menunjukkan bahwa harta 
yang dimiliki seorang muslim selalu ada hak 
bagi orang lain yaitu orang miskin. Maka, 
harta sebelum dikonsumsi harus dibersih
kan dari hak orang lain tersebut. Instrumen 
pembersih atau penyuci harta dalam Islam 
adalah dengan cara dibayar zakat bagi har
tanya mencapai nisab (batas minimum harta 
yang wajib membayar zakatnya). Zakat se
cara bahasa adalah kata dasar (masdar) dari 
zaka, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, 
dan baik (Nahar, 2018;Rini, 2016). Zakat 
sebagai instrumen ekonomi diperuntukkan 
bagi me reka yang menghadapi masalah ke
hidupannya yang dapat dilihat dari urutan 
golongan berhak menerima zakat yang mem
perlihatkan level prioritas pemecahan per
masalahan sosial ekonomi yang dihadapi. 
Ada 8 golong an (asnaf) yang berhak mener
ima zakat sebagaimana disebutkan daalm 
QS at Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat itu hanya
lah untuk orangorang fakir, 
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orang miskin, amil zakat, yang di
lunakkan hati nya (mualaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, 
untuk (membebaskan) orang ber
hutang, untuk jalan Allah, dan 
untuk orang yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai kewajiban 
dari Allah. Allah Maha Mengeta
hui, Maha Bijaksana.” 

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah 
bahwa zakat hanya diperuntukkan kepada 
8 asnaf dan penyebutannya dapat dimaknai 
sebagai level prioritas dalam penyalurannya. 
Level prioritas pertama dan kedua adalah fa
kir dan miskin. Kedua asnaf ini menghadap i 
permasalahan yang berkaitan kebutuhan 
pokok hidupnya, Fakir didefinisikan sebagi 
golongan yang tidak memiliki pendapatan 
karena tidak bekerja dan/atau tidak mampu 
bekerja, sedangkan miskin adalah golong
an yang memiliki pendapatan tetapi penda
patannya tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pokoknya sehingga kekurangan
nya tersebut berharap dapat dicukupi dari 
penerimaan zakat. Amil merupakan level 
prioritas ketiga. Golongan ini adalah penge
lola zakat sehingga mereka kehidupannya 
harus dicukupi karena telah mengorban kan 
kehidupannya untuk mengurusi lembaga 
zakat. Mualaf adalah prioritas level keempat. 
Golongan ini berhak menerima zakat un
tuk menunjukkan kesamaan sosial ekonomi 
sebagai sesama muslim. Jadi, golongan ini 
belum tentu menghadapi permasalahan 
ekonomi seperti fakir, miskin dan amil. Pri
oritas keenam adalah golongan yang meng
alami kesulitan hidupnya karena utang. 
Jadi, saat hutang nya terselesaikan, maka 
permasalahan sosial ekonomi terselesaikan 
juga. Level prioritas ketujuh adalah jihad 
fi sabilillah. Golongan ini adalah golong
an yang sedang berjuang di jalan Allah se
hingga kehidupannya ada yang menanggung 
dalam hal lembaga zakat karena kebutuhan 
dirinya dan keluarganya boleh dicukupi dari 
penerimaan zakat. Level prioritas kedelapan 
adalah musafir yang kehabisan bekal da
lam perjalanannya. Permasalahan musafir 
ini merupakan sesuatu yang paling mudah 
diselesailakan diantara asnaf yang lainnya 
yaitu begitu golongan ini menerima zakat 
maka dapat meneruskan perjalanannya atau 
pulang sehingga selesailah permasalah an 
yang dihadapinya. 

Permasalahan golongan fakir dan mis
kin tidak dapat diselesaikan hanya de

ngan memberinya zakat melainkan harus 
dipecahkan substansi masalahnya yaitu ti
dak bekerja atau pendapatannya tidak cu
kup untuk memenuhi kebutuhan pokok 
dalam kehidupannya. Dengan demikian 
apa bila perintah zakat pada surat at Taubah 
ayat 60, hanya diartikan membagikan zakat 
sebagai amal (charity) kepada 8 asnaf maka 
permasalahan yang dihadapi tidak akan 
terselesaikan khususnya bagi fakir dan mis
kin. Penyelesaian kemiskinan dapat men
contoh kisah berikut ini;

“Rasulullah SAW saat ada sahabat 
Anshar memintaminta. Rasulul
lah SAW bertanya kepada sahabat 
Anshar peminta tersebut; kamu 
punya apa di rumah? Dijawab 
saya di rumah hanya punya baju 
yang biasa saya pakai dan cangkir 
untuk minum. Kemudian Rasulul
lah SAW menyuruh untuk meng
ambilnya. Sahabat Anshar terse
but pulang lalu kembali membawa 
baju dan cangkir. Baju dan cang
kir itu dilelang oleh Rasulullah ke
pada para sahabat yang lainnya 
dengan harga jual tertinggi sebe
sar dua dirham. Kemudian Ra
sulullah menyerahkan uang dua 
dirham tersebut kepada sahabat 
Anshar dengan menyuruhnya, gu
nakan satu dirham untuk membeli 
makanan keperluan keluarganya 
dan sisanya satu dirham belikan 
kapak, lalu bawalah kepadaku. 
Selang beberapa waktu sahabat 
Anshar itu menemui Rasulullah 
dengan membawa sebuah kapak. 
Rasulullah lalu mengikatkan se
batang kayu pada kapak tersebut. 
Beliau lalu memerintahkan saha
bat Anshar tersebut untuk men
cari kayu bakar dengan kapak itu 
dan kemudian agar menjualnya. 
Beberapa hari kemudian, sahabat 
Anshar itu menemui Rasulullah 
sambil membawa uang 10 dirham. 
Rasulullah kemudian memberi
kan uang tersebut dan berharap 
supaya sahabat Anshar tersebut 
tidak memintaminta lagi.”

Kisah tersebut memberikan pelajaran 
bahwa kemiskinan dapat diselesaikan de
ngan memanfaatkan potensi yang dimiliki 
oleh orang miskin tersebut. Selain itu, mere
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ka juga diberikan ilmu atau dididik bagaima
na memanfaatkan potensinya agar menjadi 
berdaya dan kemudian mampu mandiri. 

Kisah lainnya adalah zaman khalifah 
Umar bin Abdul Azis yaitu negara dalam 
hal ini baitul maal memiliki keberhasilan 
yang me ngagumkan dalam pembangunan 
dan pemberdayaan sosial ekonomi, di mana 
masa itu muzaki dan lembaga amil zakat 
sulit menemukan orang mis kin untuk me
nerima zakat. Sejarah tersebut seharusnya 
menjadi inspirasi lembaga zakat pada zaman 
sekarang dalam menyalurkan zakat jangan 
hanya bersifat charity melainkan juga de
ngan produktif untuk memberdayakan fakir 
miskin. 

Prioritas zakat untuk fakir dan miskin 
ini dielaborasi Zakat Core Principle (ZCP 10 
point 12) yang menyatakan bahwa orang 
mis kin (fuqara) dan yang membutuhkan 
(mis kin) adalah kelompok yang paling pen
ting yang harus diberi prioritas pertama dan 
jumlah terbesar dalam distribusi zakat (Bank 
Indonesia, 2016). Pendistribusian zakat ke
pada fuqara agar permasalahan yang diha
dapi dapat diselesaikan maka penyaluran
nya tidak hanya menggunakan pendekatan 
charity (pemberian langsung untuk kon
sumtif) melainkan juga dengan pendekatan 
produktif (pemberdayaan). Charity hanya di
lakukan apabila dalam kondisi darurat saja, 
tetapi dalam kondisi normal jangan menggu
nakan pola charity melainkan dengan pola 
pemberdayaan sosial ekonomi fakir msikin 
agar mampu mandiri. Hal ini dilakukan 
karena permasalahan sosial ekonomi fakir 
dan miskin membutuhkan proses penyele
saikan dalam jangka panjang. Dengan de
mikian, zakat harus dikelola dengan teren
cana, sistematis, berkesinambungan, dan 
terukur hasilnya baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Setidaknya ada 
lima prinsip tata kelola yang baik dalam 
mengelola zakat, yaitu kepatuhan terhadap 
hukum dan peraturan, organisasi dikelola 
dengan baik dan efisien, masalah-masalah 
diidentifikasi di awal dan ditangani dengan 
tepat, pelestarian reputasi dan integritas 
sektor, dan zakat dikelola secara profesional 
dan untuk memberikan nilai tambah yang 
lebih maju (Ahmed, Johari, & Wahab, 2017; 
Choudhury & Hoque, 2017; Nahar, 2018). 
Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien 
serta produktif untuk peningkatan kese
jahteraan dan kemandirian mustahik salah 
satunya adalah dengan pemberdayaan yang 

menerapkan prinsipprinsip kewirausahaan 
sosial (social entrepreneur, SE). Prinsipprin
sip SE yaitu misi dan tujuan sosial, pem
berdayaan, prinsip etika bisnis, dampak so
sial dan berkesinambungan. Pemberdayaan 
ini akan lebih optimum apabila melibatkan 
peran amil, muzaki, mustahik, pemerintah 
dan lembaga swadaya masyakat sebgai pen
damping. 

Tata kelola lembaga zakat sebagai 
social entrepreneur. Fenomena zakat di 
Indonesia sebenarnya teah menjadi instru
men sosial ekonomi sejak Islam masuk In
donesia pada abad ke7 masehi. Namun, 
realitas zakat belum mampu memberikan 
dampak yang positif dan signifikan ter ha -
dap pemecah an permasalahan sosial eko
nomi khususnya permasalahan kemis kin an. 
Kondisi tersebut berdasarkan dari beberapa 
hasil penelitian disebabkan oleh tata kelola 
pengelolaan zakat lebih terfokus pada pola 
charity dan belum berfokus de ngan pola 
pemberdayaan. Dengan demikian, tata kelo
la dan dampak sosial ekonomi zakat meru
pakan topik yang banyak mendapat kan 
perhatian oleh para praktisi zakat dan para 
peneliti. 

Rahim & Sahrullah (2017) memba
has secara mendalam mengenai penilaian 
dampak sosial ekonomi dari zakat dalam 
ekonomi dan akuntansi Islam. Pendekatan 
penelitan ini menggunakan pendekatan heu
ristik dalam studi literatur untuk mengana
lisis fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi 
dalam zakat pada kehidupan individu atau
pun perekonomian pada umumnya. Hasil
nya menunjukkan bahwa zakat berdampak 
baik pada alokasi sumber daya, distribu
si keadilan dan sosial security, serta dapat 
menjadi stimulan dalam kestabilan pere
konomian. Susilowati & Setyorini (2018), 
menyatakan bahwa good zakat governance 
dalam wujud Zakat Core Principle (ZCP) akan 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata 
kelola pendistribusian dana zakat untuk 
meningkatkan kemampuan ekonomi para 
mustahik. Distribusi zakat dengan model Re-
volving Fund yaitu sistem pengelolaan zakat 
yang menyalurkan dananya melalui fasilitas 
pemberian pinjaman kepada mustahik ber
bentuk pembiayaan qardul hasan, peminjam 
berkewajiban mengembalikan dananya qar-
dul hasan tersebut baik sebagian maupun 
keseluruhan dari dana yang diperolehnya, 
bergantung kesepakatan awal. Pembiayaan 
tersebut bersifat bergulir kepada mustahik 
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lainnya. Model qardul hasan bergulir ini da
lam rangka mendidik mustahik lebih tang
gung jawab atas dana yang diperolehnya 
untuk memberdayakan dirinya sendiri seka
ligus mendidik kepedulian terhadap musta-
hik lainnya. 

Effendi (2017), dalam kerangka keber
manfaatan zakat yang memiliki tujuan so
sial, zakat memiliki kesamaan visi dengan 
konsep dan praktik kewirausahaan sosial 
serta memiliki kedekatan orientasi dengan 
misi pengelolaan zakat produktif. Pengelo
lan zakat dengan konsep social entreprenu-
ership harus mengedepankan aspek ke
bersamaan dalam semangat persaudaraan 
(ukhuwah) yang ditunjukkan dengan misi 
dan tujuan sosial. Aspek lainya menekankan 
kesungguh an para mustahik dalam memba
ngun kemandirian ekonomi (economic em-
powerment) dan perangkat moral dalam pe
nerapan ethical business principles. Desa & 
Basu (2013) menyatakan bahwa pengelolaan 
zakat produktif yang berwawasan social en-
trepreneurship dapat dilakukan dengan pola 
pemberdayaan. 

Tata kelola lembaga pengelola zakat se
bagai lembaga social entrepreneur menjadi 
lebih operasional dengan telah dilahirkan
nya prinsipprinsip inti Zakat Core Principles 
(ZCP) sebagai standar pengelolaan zakat yang 
diinisiasi oleh Bank Indonesia, BAZ NAS, 
dan IRTI IDB dan diluncurkan pada World 
Humaitarian Summit of United Nations di Is
tambul, Turki pada 23 Mei 2016. ZCP terdiri 
dari 18 prinsip untuk mengatur 6 aspek uta
ma pengelolaan zakat yaitu hukum kelem
bagaan, pengawasan, tata kelola (go vernace), 
manajemen risiko, fungsi intermediasi, dan 
syariah governance. ZCP tentunya membuat 
tata kelola zakat akan menjadi le bih efektif 
dan efisien dalam memberdayakan mustahik 
agar menjadi lebih mandiri dan lebih sejak
tera bahkan diharapkan mustahik mampu 
bertransformasi menjadi penunai zakat (mu
zaki). Menurut Bank Indonesia (2016) prin
sipprinsip Inti Zakat terutama ditujukan 
untuk mendorong dan mewujudkan sistem 
pengelolaan zakat yang sehat dan efektif 
bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat 
diharapkan tidak hanya bergantung kepada 
kondisi personil amil atau dukungan politik, 
tetapi merupakan suatu hasil kerja dari tata 
kerja yang tersistem, yang terencana, hing
ga terawasi secara sistemik. Dengan demiki
an, kunci keberhasilan pe ngelolaan zakat 
dengan basis kewirausahaan sosial ada
lah adanya standar tata kelola, kompetensi 

sumber daya insani yang terlibat khususnya 
para amil, keterlibatan mustahik dan mitra 
pendamping pemberdayaan, dukungan poli
tik dari pemerintah, legislatif dan yudika
tif, serta manajemen yang spesifik, terukur, 
aku rat, andal dan dalam waktu yang teres
timasikan. 

Kewirausahaan sosial dalam pemak
naan yang lebih luas adalah semua kegiatan 
membantu pihak lain baik individu, kelom
pok maupun masyarakat agar melakukan 
perubahan (tranformasi) menjadi lebih ber
daya dan mandiri dalam menyelesaikan per
masalahan sosial ekonomi yang dihadapinya 
sehingga menjadi lebih sejahtera. Perintah 
untuk melakukan kewirausahaan sosial ini 
dalam Islam seperti yang perintahkan dalam 
Hadits riwayat Muslim sebagai berikut.

“Barang siapa yang melepas
ka n kesusahan seorang muslim 
di antara kesusahankesusahan 
dunia, niscaya Allah akan mele
paskan kesusahannya di antara 
kesusahkesusahan hari kiamat. 
Barang siapa memudahkan orang 
yang sedang kesulitan, niscaya Al
lah akan memberinya kemudahan 
di dunia dan akhirat. Dan barang 
siapa menutupi (aib) seorang mus
lim, niscaya Allah akan menutupi 
(aibnya) di dunia dan akhirat. Al
lah akan selalu menolong seorang 
hamba selama ia mau menolong 
saudaranya” (HR. Muslim).
 
Hadits tersebut dapat digunakan se

bagai dasar bagi lembaga pengelola zakat 
untuk mentransformasi diri bagi lembaga 
pe ngelola zakat yang selama ini tata kelo
lanya hanya sebagai lembaga pengelola dana 
amal sosial (charity) menjadi Social Entrepre-
neur. Perubahan tata kelola sebagai social 
entrepreneur tentunya mengharuskan Sum
ber Daya Insani (SDI) lembaga pengelola 
zakat mengubah pola pikir dirinya sebagai 
aktivis kewirausahaan sosial. Transformasi 
ini me rupakan keniscayaan bagi lembaga 
pengelola zakat karena para mustahik yang 
dihada pinya dalah golongan masyarakat 
yang menghadapi permasalahan sosial se
suai dengan kondisi masingmasing asnaf. 
Dengan demikian, semua aktivitas lembaga 
zakat harus mengedepankan misi dan tujuan 
sosial, pemberdayaan, prinsip etika bisnis, 
dampak sosial dan berkesinambungan ser
ta harus menjalankan prinsipprinsip good 
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governance. Apabila lembaga zakat tidak 
berhasil melakukan tansformasi tata kelola 
tersebut, pengelolaan zakat khususnya da
lam pendistribusiannya tidak akan menca
pai keberhasilan maksimal sesuai dengan 
misi utama kewajiban zakat sebagaimana 
tersebut dalam QS at Taubah ayat 60 itu. 
Pada aspek lainnya, zakat tidak akan mam
pu memberikan dampak yang positif dan 
signifikan terhadap pemecahan permasalah
an sosial ekonomi khususnya permasalah
an kemiskinan. Sebab, dari waktu ke waktu 
yang miskin tidak menjadi lebih mandiri dan 
sejahtera karena melahirkan mental keber
gantungan pada dana zakat. 

Pemberdayaan mustahik pada BAZNAS. 
Pemberdayaan dalam perspektif ekonomi se
cara umum dimaknai sebagai sebuah pro ses 
fasilitasi bagi kelompok masyarakat yang 
lemah sosial ekonominya dengan cara me
latih mereka agar mampu mengenali potensi 
sosial ekonominya dan mampu mengelola
nya menjadi sebuah kekuatan sehingga 
dapat keluar dari ketidakberdayaan terse
but. Intervensi terhadap kelompok masya
rakat yang lemah secara sosial ekonomi ini 
hanyalah merupakan katalisator saja. De
ngan demikian, kunci utama keberhasilan 
pemberdayaan adalah kemauan untuk me
maksimalkan potensi sosial ekonomi pihak 
yang diberdayakan. 

Beberapa peneliti memberikan pende
katan strategi pemberdayaan. Pertama, 
pem berdayaan masyarakat harus dilakukan 
secara terarah sebagai langkah merancang 
program untuk mengatasi masalah yang 
sesuai dengan kebutuhan (Lestari, Pratiwi, 
& Ulfah, 2015). Kedua, program pember
dayaan harus langsung mengikutsertakan, 
atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat 
sasar an (Huda & Sawarjuwono, 2013). Hal ini 
dilakukan dengan tujuan untuk meningkat
kan efektivitas bantuan agar sesuai dengan 
kehendak, kemampuan, serta kebutuhan 
sasaran sekaligus meningkatkan keber
dayaan masyarakat melalui pengalaman da
lam merancang, melaksanakan, mengelola, 
dan mempertanggungjawabkan upaya pe
ningkatan dirinya. Ketiga, program pember
dayaan perlu dilakukan dengan pendekatan 
kelompok sehingga mereka saling termotiva
si antara satu dengan lainnya (Müller, 2017). 

Konsep pemberdayaan seperti yang di
jelaskan di atas dapat dilakukan oleh lemba
ga zakat dalam pendistribusian dana zakat 
kepada para mustahik khususnya fakir dan 
miskin agar mampu keluar dari permasalah

an kemiskinan yang dihadapinya. Pember
dayaan mustahik oleh lembaga zakat ini 
telah menjadi salah satu prinsip dalam ZCP 
10 pada poin 5 dan 6. Dana zakat harus dis
tribusikan untuk kedua program berbasis 
konsumtif dan produktif. Program berba
sis konsumtif bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar jangka pendek mustahik, 
sedangkan program berbasis produktif ber
tujuan untuk memberdayakan mustahik da
lam jangka panjang memiliki ketahanan dan 
kemandirian sosial ekonomi. Penetapan pro
porsi program konsumtif dan produktif ha
rus didasarkan pada analisis sosial ekonomi 
dan lingkungan. Proporsi ini dapat beru
bah bergantung pada kondisi masyarakat 
(Bank Indonesia, 2016). Dengan demikian, 
lembaga pe ngelola zakat dalam operasional 
menjalan kan fungsi utamanya sebagai lem
baga amal (charity Institution) dan sekaligus 
lembaga pemberdayaan (Empowerment Insti-
tution) bagi mustahik. 

Pengelolaan zakat di Indonesia secara 
umum diamanahkan kepada dua jenis lem
baga zakat, yakni Badan Zakat Nasional 
(BAZNAS) yang merupakan lembaga penge
lola zakat yang didirikan oleh pemerintah 
dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didiri
kan oleh masyarakat. Dalam cakupan for
mal kenegaraan, pemerintah telah mem
bentuk BAZNAS yang ditujukan agar dalam 
skala nasional pengelolaan zakat oleh BAZ
NAS dan LAZ dapat dilaksanakan dengan 
amanah, profesional, dan transparan agar 
kemaslahatan umat dapat tercapai dengan 
maksimal. BAZNAS merupakan lembaga res
mi yang didirikan oleh negara berdasarkan 
Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 
yang memiliki tugas dan fungsi untuk meng
himpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat 
nasional. Tidak hanya berperan sebagai or
ganisator atau pengelola zakat saja, BAZNAS 
juga berpe ran sebagai koordinator pengelo
laan zakat skala nasional yang dikukuhkan 
melalui UndangUndang Republik Indone
sia No. 23 Tahun 2011. Demi kelancaran 
pelaksanaan fungsi dan tugas tersebut, BA
ZNAS diberi kewenangan untuk melakukan 
kegiatan penghimpunan, pendistribusian, 
dan pendayagunaan zakat, memberikan 
rekomendasi dan masukan pada pemben
tukan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota 
ataupun LAZ, dan menerima laporan penge
lolaan dana zakat, infak, serta sedekah, ser
ta bentuk dana sosial lainnya.

Regulasi secara umum dan pelaporan 
zakat dipegang oleh BAZNAS Pusat yang 
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bertempat di Jakarta, dilengkapi dengan 
pengelolaan zakat pada lembaga pemerin
tah pusat. Adapun dalam pelaksanaannya, 
pengelolaan zakat di lembaga pemerintah 
daerah dilakukan oleh BAZNAS provinsi dan 
kabupaten/kota dengan pola desentralisasi. 
Sisanya, zakat pada masyarakat luas dike
lola secara beririsan antara BAZNAS dengan 
LAZ. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat 
pengelola zakat yang berada pada satu garis 
koordinasi BAZNAS Pusat, yaitu BAZNAS 
provinsi dan kabupaten serta kota. 

Pola penyaluran zakat dan pember
dayaan mustahik secara umum pada BAZ
NAS dilakukan secara bertahap dengan 
perlakuan khusus pada masingmasing 
mustahik yang menjadi subjek program. Pola 
acuan bagi pelaksanaan penyaluran zakat 
oleh BAZNAS Pusat secara umum dapat dili
hat pada Gambar 1. 

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bah
wa secara umum prinsip pola pemberdayaan 
zakat di Indonesia adalah menggunakan dua 
tahapan. Tahap pertama yang ditujukan un
tuk kategori sangat kekurangan seperti fakir 
atau the poorest of the poor, diberikan ske
ma pembiayaan qardhul hasan. Tahap ini 
dianalogikan sebagai tahap memberi ikan, 
karena mau tidak mau, mustahik harus 
dibantu memenuhi kebutuhan dasarnya 
ter lebih dahulu. Tahap kedua, untuk yang 
sudah masuk kategori miskin atau econo-
mically active, tetapi masih dalam kategori 

yang rentan untuk jadi miskin, masih diberi 
qardhul hasan. Namun, diharapkan dapat 
memasuki skema pada lembaga zakat se
perti yang ada di BMT. Di sinilah awal pem
berdayaan dimulai, yaitu dari menyadarkan 
mustahik supaya dapat masuk pada sektor 
riil, kemudian membekali mereka dengan 
capacity building serta membangun kelem
bagaan lokal supaya nanti dapat sustain. 
Kemudian memasuki tahap ketiga yaitu 
pengembangan usaha mikro. Jika mustahik 
yang dibina BAZNAS berhasil menjadi kuat, 
stabil, dan bankable, pemberdayaan selan
jutnya dapat masuk dalam skema bagi ha
sil dengan BPRS. Jika sudah sampai tahap 
itu, dimungkinkan bisa berkembang secara 
mandiri, walaupun mungkin masih jauh 
perjalanannya untuk menjadi muzaki. Akan 
tetapi, pada intinya para golongan miskin 
tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan 
dan bukan lagi menjadi mustahik. Untuk 
menaungi masyarakat yang berada pada 
tahap ini tetap perlu peran lembaga keuang
an syariah untuk memenuhi kebutuhan 
pem biayaan usahanya karena golongan ini 
sudah tidak berhak menerima zakat lagi. 

Adapun yang dimaksud dengan pro
gram pemberdayaan BAZNAS pusat berna
ma Zakat Community Development (ZCD). 
Menurut manajer bidang ZCD di BAZNAS 
Pusat, ZCD adalah sebuah kegiatan penya
luran dengan mengelaborasi bidangbidang 
pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan, 
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dan kemanusiaan yang komprehensif dalam 
sebuah wadah community development. Ke
giatan ZCD mulai diaplikasikan tahun 2012, 
tetapi sampai sekarang masih sedikit daerah 
yang menerapkan ZCD ini. Pengaplikasikan 
ZDC belum menyeluruh di semua provinsi di 
Indonesia. Hal ini disampaikan melalui wa
wancara peneliti dengan Ani melalui kutipan 
berikut ini.

“Idealnya program Zakat Commu-
nity Development atau ZCD ini 
dapat diterapkan di seluruh dae
rah, tapi belum semua kabupa
ten/kota siap. Karena itu membu
tuhkan pendampingan, sehingga 
tergantung kesiapan SDM ma
singmasing daerah. Dari seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia yang 
jumlahnya sekitar 516, BAZNAS 
yang relatif berjalan mungkin 
baru sekitar 100an unit. Dan dari 
ang ka 100an BAZNAS yang su
dah jalan itu, mungkin baru seki
tar 20an yang siap dengan pro
gram seperti ZCD atau program 
yang lain. Selama ini kebanyakan 
adalah programprogram san
tunan atau charity saja, sehingga 
program pemberdayaan mustahik 
agar mandiri dan mampu secara 
ekonomi belum maksimal bah
kan dapat dikatakan masih belum 
berhasil. Tetapi kondisi ini me
rupakan pekerjaan rumah yang 
harus segera diselesaikan agar 
keberadaan BAZNAS dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat mis
kin” (Ani).

Fakta yang dikatakan Ani menunjukkan 
bahwa ZCD belum dapat diimplementasikan 
dengan maksimal karena belum dipahami 
dan menjadi kompetensi yang harus dimiliki 
oleh para pengelola zakat. Oleh karena itu, 
diperlukan pendidikan dan sosialisasi de
ngan baik kepada lembaga pengelola zakat 
dalam hal ini BAZNAS baik pusat maupun 
daerah, agar para SDI memiliki kompeten
si dan pemahaman tentang ZCP. Di antara 
beberapa daerah termasuk di Provinsi Jawa 
Timur, program ZCD belum dilaksanakan 
secara efektif dikarenakan beberapa kenda
la, termasuk kendala SDM dan fasilitas. Ter
kait dengan program ZCD yang dicanangkan 
oleh BAZNAS pusat sebenarnya didukung 

oleh BAZNAS daerah dan BAZNAS daerah 
boleh berkreasi sesuai dengan kondisi sosial 
ekonomi daerahnya seperti pendapat Budi 
berikut ini.

“Intinya ada ruang untuk bisa 
berkreasi dan berinovasi dalam 
menciptakan program pember
dayaan yang lebih sesuai dengan 
kondisi di masing masing dae
rahnya. Namun, sementara ini 
program tersebut belum terlaksa
na di BAZNAS Jawa Timur tetapi 
Insyaallah bertahap akan segera 
dilaksanakan. Jadi, sekarang ini 
BAZNASBAZNAS daerah masih 
diberi waktu oleh BAZNAS Pusat 
untuk melakukan penyesuaian” 
(Budi).

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia 
yang bersifat desentralisasi dapat diartikan 
masingmasing daerah memiliki kewenang
an dalam mengelola zakat di daerahnya. 
Bambang mengatakan bahwa hal tersebut 
kemudian mempengaruhi pengelolaan dana 
zakat di daerahdaerah, seperti pendapatnya 
sebagai berikut.

“Dana zakat yang terkumpul ke
mudian disalurkan kepada mus-
tahik yang membutuhkan di seki
tar wilayah provinsi pula. Dana 
zakat yang dikumpulkan oleh BA
ZNAS daerah kabupaten dan kota 
juga disalurkan di masing masing 
daerah tersebut. Hal yang harus 
dikumpulkan pada BAZNAS pusat 
adalah laporan atas pemgumpul
an dan penyaluran dana tersebut” 
(Bambang).

Model desentralisasi yang diungkap
kan Bambang juga masih terjadi di BAZNAS 
Provinsi Jawa Timur dan masih menggu
nakan penyaluran dana zakat yang sederha
na kepada mustahik. Akan tetapi, BAZNAS 
Jawa Timur telah menerapkan program 
pemberdayaan yang selaras dengan pola 
pemberdayaan seperti dalam ZCP, seperti di
gambarkan pada Gambar 1 di atas. Program 
tersebut bernama pinjaman modal bergulir. 
Pinjaman modal tersebut telah diterapkan 
sejak tahun 2006 di mana satu kelompok 
UMKM mendapat pinjaman modal usaha 
dengan termin pengembalian satu tahun 



langsung pada BAZNAS. Kemudian sejak 
tahun 2015 program ini lebih diamanahkan 
kepada Mitra BAZNAS Jawa Timur.

Sistem pengelolaan zakat BAZNAS yang 
desentralisasi di Jawa Timur dilaksanakan 
melalui pembentukan kepengurusan khu
sus BAZNAS Jawa Timur tersendiri yang 
fokus pada pengelolaan zakat di wilayah 
Jawa Timur. BAZNAS Jawa Timur, selain 
bertindak sebagai organisator, juga bertin
dak sebagai koordinator atas BAZNAS ka
bupaten dan kota di bawahnya. Artinya, 
BAZNAS kabupaten dan kota harus mela
porkan pertanggungjawaban kegiatan dan 
dananya kepada BAZNAS Jawa Timur, un
tuk kemudian oleh BAZNAS Jawa Timur 
di sampaikan kepada BAZNAS Pusat. Pada 
BAZNAS kabupaten dan kota yang terse
bar di seluruh Jawa Timur, BAZNAS Jawa 
Timur juga dapat melakukan sinergi atau 
penya luran dana kepada daerahdaerah 
yang le bih membutuhkan melalui BAZNAS 
kabupaten dan kota. Sinergi tersebut dapat 
meliputi bidang zakat konsumtif ataupun 
produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS 
Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara, 
hal ini disebabkan oleh cakupan wilayah 
penyaluran BAZNAS Jawa Timur adalah ka
bupaten dan kota yang tersebar di seluruh 
Jawa Timur, sedangkan SDM BAZNAS Jawa 

Timur sendiri juga terbatas. Maka, BAZNAS 
Jawa Timur juga menyalurkan zakat ke 
BAZ NAS kabupaten dan kota untuk didis
tribusikan kepada yang berhak menerima di 
sana. Sebab, BAZNAS kabupaten dan kota 
tersebut juga lebih mengetahui kondisi di 
lapangan. Pelaksanaan penyaluran zakat 
dan pemberdayaan mustahik melalui BAZ
NAS Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 
2.

Distribusi zakat di BAZNAS Jawa Timur 
telah mengacu pada Zakat Core Principles 
yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat 
konsumtif dan produktif. Dalam penerap
annya bidang yang menjadi fokus BAZNAS 
Jawa Timur selaras dengan lima bidang yang 
diusung oleh BAZNAS Pusat, yaitu kemanu
siaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan 
dakwah Islam. Pada pendistribusian kon
sumtif BAZNAS Jawa Timur memiliki em
pat program yang menaungi empat bidang 
yaitu Jatim Peduli, Jatim Sehat, Jatim Cer
das, dan Jatim Takwa. Sementara itu, satu 
program yang fokus pada ekonomi produktif 
atau berupa program pemberdayaan adalah 
Jatim Makmur. Abi selaku pengurus BAZ
NAS Jawa Timur menyatakan bahwa:

“Program pemberdayaan yang di
lakukan BAZNAS Jawa Timur ini 

Kelompok UMKM sebelum 
2015

Mitra BAZNAS
Setelah 2015

Pemberdayaan 
Kelompok UMKM

Pinjaman modal usaha
Pelatihan skill/pembukuan

Sharing dan motivasi

Mustahiq memiliki usaha UMKM

Kelompok UMK mustahiq

Modal bergulir Bantuan 
alat usaha

ZCD

BAZNAS Jawa Timur

Unit Pendistribusian dan 
Pendayagunaan Zakat 

Konsumtif Produktif

Jatim Peduli

Jatim Sehat

Jatim Cerdas

Jatim Taqwa

Jatim Makmur

Gambar 2. Pola Pemberdayaan pada Pendistribusian Zakat di BAZNAS Jawa Timur
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lebih fokus di Jatim Makmur yai
tu berupa penyaluran dana pro
duktif atau bantuan modal. Dana 
produktif ini disalurkan melalui 
pemberian bantuan modal, ban
tuan alat kerja, dan bantuan ke
terampil an. Bantuan keterampil an 
di sini maksudnya pelatihan yang 
diberikan oleh mitra dari BAZ
NAS yang mayoritas berupa LSM. 
BAZ NAS sendiri juga belum sam
pai memberikan pelatihan kepa
da pendamping dikarenakan ter
batasnya dana operasional” (Abi). 

Pernyataan Abi menunjukkan bahwa 
BAZNAS Jawa Timur memiliki program yang 
terpusat. Program tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Hal 
serupa juga dinyatakan oleh Budi pada per
nyataan berikut ini.

“Program pemberdayaan musta-
hik yang ada pada BAZNAS Jawa 
Timur difokuskan pada sebuah 
program bernama Jatim Makmur. 
Program Jatim Makmur terba
gi dalam tiga program yaitu pro
gram pinjaman bergulir, bantuan 
alat usaha, dan Zakat Community 
Development (ZCD), tetapi untuk 
ZCD belum dilaksanakan dikare
nakan adanya berbagai kendala 
di lapangan. Maka yang akan di
bahas dalam penelitian ini lebih 
pada program pinjaman dana ber
gulir” (Abi). 

Program pinjaman dana bergulir dibagi 
menjadi dua. Pertama, adalah pinjaman ber
gulir langsung yang diterapkan sejak 2006 
sampai sebelum tahun 2014. Dana terse
but dipinjamkan secara langsung kepada 
kelompokkelompok UMKM yang masih da
lam kategori miskin, dengan pembentukan 
1 kelompok berasal dari 10 anggota yang 
jarak rumahnya berdekatan. Kemudian da
lam satu kelompok tersebut dipilih satu 
koordinator yang bertugas mengumpulkan 
anggo tanya setiap bulan untuk saling berba
gi dan juga untuk kebutuhan pengembalian 
pinjam an. 

Kedua, yang mulai diterapkan tahun 
2015 sampai sekarang adalah pinjaman 
modal bergulir yang lebih diamanahkan 
pa da mitra BAZNAS. Zakat produktif beru
pa program pemberdayaan Jatim Makmur 

dibagi menjadi dua, yaitu pemberian barang 
modal ataupun program pemberdayaan. 
Program pemberdayaan zakat BAZNAS Jawa 
Timur lebih fokus pada pemberdayaan fakir 
miskin yang menggeluti Usaha Mikro Kecil 
(UKM). Sejak tahun 2015 program pember
dayaan ini menggunakan pola kemitraan 
kerja. Mitra BAZNAS Jawa Timur dalam 
melaksanakan perannya dengan cara me
nerima siapa mustahik yang harus diper
dayakan, seperti dikatakan oleh Umi sebagai 
mitra BAZNAS Jawa Timur pada kutipan 
berikut ini.

“Kami diberi informasi oleh BAZ
NAS tentang ketentuan siapa sa
ja yang dapat diajukan menjadi 
penerima pinjaman dana bergulir 
yang bersumber dari dana zakat. 
Mereka adalah yang termasuk 
kategori miskin atau menengah ke 
bawah, dan yang sudah memiliki 
Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Jadi 
binaan saya tidak separah kondisi 
fakir tetapi lebih pada miskin atau 
menengah ke bawah dan mereka 
secara sosial ekonomi siap untuk 
diberdayakan” (Umi).

Pinjaman modal yang diberikan BAZ
NAS Jawa Timur adalah pinjaman bergulir 
per tahun, di mana satu kelompok berhak 
mendapatkan pinjaman tersebut dalam 
jang ka waktu tiga tahun. Harapannya pada 
tahun ke empat mereka dapat bankable se
hingga dana pinjaman modal ini dapat dipu
tar pada kelompok lain. Pada tahun 2016, 
pinjaman yang diberikan oleh BAZNAS Jawa 
Timur adalah sebesar Rp1.000.000,00 per 
orang per tahun. Kemudian tahun 2017 
pin jaman tersebut dinaikkan menjadi 
Rp1.500.000,00 per orang per tahun. Dalam 
pengembaliannya dana tersebut dicicil sela
ma 10 bulan dengan tambahan iuran atau 
infak sebesar Rp10.000,00 setiap bulan, 
seperti pernyataan Roma berikut ini.

“Kami sepakat bahwa kita sebut 
sebagai infaq. Karna kita butuh 
seperti jagajaga untuk adminis
trasi. Mereka minta 10 ribu jadi 
kalau 10 orang kan satu bulan 
dapat 100 ribu. Nah 10 ribu itu 
untuk apa? Lalu saya jelaskan ka
lau koordinator kelompok (yang 
menyediakan tempat pertemuan) 
dan mitra (informan) kita kasih 25 



ribu masing masing. Itupun tidak 
kami ambil, maksudnya kalau 
saya itu tidak saya ambil. Kemu
dian yang 50 ribu untuk dana tak
tis. Pada awalnya binaan saya ada 
empat kelompok, lalu ada bebe
rapa anggota yang tidak ngemba-
likan. Lalu di mana saya ambilkan 
uang ini supaya masih lengkap 
pokoknya? Itu dari dana yang 
ndak saya ambil yang ngumpul 
jadi 75 ribu per bulan itu. Wong 
saya ndak kepengin ngambil itu 
kok, Mbak. Jadi, saya pakai untuk 
nutup itu. Kita berjaga jaga kalau 
ada yang seperti itu kan” (Roma).

Program dana zakat dalam wujud qar-
dul hasan bergulir yang diiplementasikan 
oleh BAZNAS dengan menggandeng mitra 
dalam pemberdayaan UMK atau mustahik 
lebih mampu memberikan tingkat keberha
silan yang lebih tinggi dibandingkan tanpa 
mitra pendamping. Keberadaan pendamping 
dapat melakukan monitoring dan mengeva
luasi program pemberdayaan secara me
nyatu dengan sasaran mulai pra, proses, 
dan output pemberdayaan. Dengan demiki
an, keberadaan mitra pendamping seharus
nya menjadi kesatuan dari organisasi lem
baga zakat. Mitra pendamping dapat juga 
diambilkan dari mustahik yang mampu ber
transformasi menjadi golongan yang mampu 
keluar dari kategori mustahik. Hal ini agar 
terjadi transfer pengalamannya menjadi 
mandiri dan lebih sejahtera kepada sasaran 
program pemberdayaan yang baru. Sasaran 
program pemberdayaan yang baru akan be
lajar pada guru yang memiliki pengalaman 
sukses secara praktis dalam menghadapi 
permasalahan yang samasama dihadapi. 

Tata kelola social entreprenur lemba-
ga zakat dalam pemberdayaan mustahik. 
Kriteria dasar social entreprenuer menurut 
Auvinet & Lloret (2015), setidaknya mencak
up lima aspek, yaitu social mission/goal, em-
powerment, ethical business principles, social 
impact, dan sustainability. Ryandono & Haz
ami (2016) serta Rahim & Sahrullah (2017) 
berpendapat bahwa tujuan utama peran 
lembaga zakat dalam mengelola dana zakat 
adalah memberikan program pemberdayaan 
bagi para mustahik agar dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan pada masa yang 
akan datang dapat bertransformasi menjadi 
muzaki. Tujuan yang demikian juga menja

di tujuan dari kegiatan pemberdayaan yang 
dilaksanakan oleh BAZNAS melalui program 
pinjaman dan penguatan modal UMK yang 
didirikan atau dimiliki oleh masyarakat mis
kin. Program ini untuk membentuk ma
syarakat miskin penerima program pember
dayaan menjadi seorang entrepreneur atau 
wirausaha. Meskipun tidak memungkiri 
bahwa terdapat peserta program yang ak
hirnya memilih bekerja, tetapi berdasarkan 
hasil indepth interview dan observasi di lapa
ngan ditemukan bahwa lembaga zakat cen
derung mendukung mustahik peserta pro
gramnya untuk menjadi wirausaha. Tujuan 
lembaga zakat yang ingin meningkatkan ke
berdayaaan dan kemandirian ekonomi mus-
tahik ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah 
misi sosial dari lembaga zakat. Budi menya
takan tujuan keberadaan lembaga zakat se
bagai berikut:

“Jadi saya bilang sama teman
teman mitra, jangan cari prestasi di 
sini, kalau Anda mencari prestasi 
Anda akan cuma dapat itu. Kalau 
Anda cari gimana caranya supaya 
mustahik itu bisa berdaya, yang 
lainnya ini insyaallah akan mengi
kuti tanpa diminta. Dan itu akan 
membuat Anda menjadi sustainer, 
menjadi pemberdaya. Karna yang 
kita cari yang ini, dia (mustahik) 
bisa berkembang, dia bisa ber
daya. Posisi kita yang dilewati ini, 
kita hanya sebagai toolsnya mus-
tahik, mungkin nama kita tidak 
terekspos. Tapi ketika kita sudah 
melakukan proses pemberdayaan 
yang seperti ini, tulus. Insyaallah 
kita ndak usah minta, sudah ter
tulis, insyaallah semua yang kita 
lakukan di lapangan, semuanya 
dicatat malaikat” (Budi).

Pernyataan di atas diperkuat oleh per
nyataan Roma yang menyatakan tujuannya 
melakukan proses pemberdayaan di lapang
an dan membimbing mustahik. Penjelasan 
lengkapnya dapat ditelaah pada kutipan 
berikut ini. 

“Kita penginnya bagaimana ca
ranya mereka memanfaatkan ke
sempatan ini dengan maksimal. 
Karena kalau mereka sudah tidak 
dapat lagi tapi masih berharap 
bantuan, berarti mereka akan 
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sulit mandiri. Karena harapan
nya, BAZNAS memberikan ban
tuan dana ini supaya mereka bisa 
mandiri” (Roma).

Pernyataan Roma menunjukkan bah
wa kemandirian akan lebih mudah tercapai 
dengan menerapkan misi sosial dari lemba
ga zakat yaitu program pemberdayaan un
tuk mustahik penerima zakat. Program pem
berdayaan tersebut secara fokus dita ngani 
oleh sebuah unit khusus di dalam BAZ NAS. 
Di Indonesia lebih tepatnya BAZNAS masih 
terdapat perbedaan antara program pem
berdayaan zakat di BAZNAS Pusat dan BA
ZNAS provinsi maupun kabupaten/kota. Di 
BAZNAS pusat program terbaru untuk pem
berdayaan adalah Zakat Community Develop-
ment (ZCD) sedangkan BAZNAS Jawa Timur 
masih menerapkan program pinjaman mo
dal bergulir yang disertai pendampingan 
oleh mitra BAZNAS. Namun, secara garis 
besar pola program pemberdayaannya ma
sih sama yaitu menyesuaikan dengan kondi
si sosial ekonomi mustahik. Pada BAZNAS 
Jawa Timur program pinjaman modal ber
gulir tersebut ditangani oleh bidang Pendis
tribusian dan Pendayagunaan zakat. Secara 
detil, Umi menyatakan program pinjaman 
tersebut melalui kutipa berikut ini.

“Kalau dana modal bergulir dari 
BAZNAS itu sebenarnya kita tidak 
dipinjami mbak, kita diberi un
tuk modal usaha mustahik. Tapi 
kita harus bertanggung jawab de
ngan membuat laporan atas dana 
tersebut untuk apa saja, dan ha
rus berkelanjutan. Iya uang yang 
Rp41.000.000,00 itu tetap dipu
tar, saya harus pertanggungja
wabkan tiap dua bulan sekali ini 
saya selalu laporan ke BAZNAS 
Jawa Timur mbak, bahwa usaha
nya itu ada, perorang 1,5 jutaan 
ada dua kelompok ini dua puluh 
orang, sisanya saya buat kelom
pok baru” (Umi).

Setelah masa pembiayaan selama tiga 
tahun selesai, maka Mitra BAZNAS akan 
mencari mustahik lain yang membutuhkan 
modal untuk diberi pinjaman tersebut. Jadi 
dana tersebut bukan diberikan sebagai mo
dal lepas bagi mustahik tetapi sebagai modal 
bergulir yang disertai pembinaan dari mitra 

kepada mustahik, seperti pernyataan Roma 
berikut ini.

“Ada contoh yang sebelumnya 
menjadi mitra zakat BAZNAS lain 
untuk pinjaman modal bergulir, 
tetapi karena kurang adanya ko
munikasi antara mitra dengan 
binaannya, terjadi kesalahpaham
an sehingga dana tersebut diang
gap binaan sebagai pemberian 
atau bantuan modal yang tidak 
dikembalikan. Akibatnya si mitra 
tadi yang harus mengganti atau 
nombok dalam mengembalikan 
dana tersebut, akhirnya dia mun
dur dan berhenti menjadi mitra” 
(Roma).

Pernyataan Roma menunjukkan bah
wa pinjaman tersebut sebaiknya tetap di
aplikasikan sebagai pinjaman modal. Hal 
tersebut dilakukan agar mustahik ada usa
ha untuk mengembalikan dan bisa menjadi 
mandiri. Lebih lanjut, Roma mendeskripsian 
kesadaran mustahik pada kutipan berikut 
ini.

“Kalau saya pikir ya tergantung 
sama orangnya juga mbak, ya ka
lau dia sadar kalau yang butuh 
dana tidak hanya dia, dan dana
nya harus berputar. Mereka akan 
kerja keras” (Roma).

Efendi (2017) dan Nahar (2018) ber
argumentasi bahwa pada tahap pember
dayaan, amil yang membidangi program 
pemberdayaan (atau mitranya) lebih banyak 
berperan sebagai fasilitator dan support sys-
tem. Amil zakat atau mitranya hadir untuk 
mendorong dan mengarahkan bagaimana 
mustahik dan masyarakat mampu menyele
saikan persoalan sosial dengan menggu
nakan potensi yang mereka miliki. Begitu 
pula yang diaplikasikan kedua lembaga 
zakat. BAZNAS Jawa Timur menekankan 
pelatihan pada mitra BAZNAS dengan per
temuan rutin setiap bulan untuk sharing, 
motivasi, sekaligus pelatihan pembukuan 
(akuntansi), sehingga peserta dapat mening
kat kinerja usahanya dan mampu mengem
balikan pinjaman modal BAZNAS. Hal ini 
berkesinambungan dan konsisten dilaku
kan oleh mitra BAZNAS Jawa Timur kepada 
para mustahik. Pendampingan secara men



tal menghasilkan para mustahik selalu ber
komitmen mengembalikan pembiayaan yang 
diterimanya karena menurutnya menjaga 
uang zakat adalah tanggung jawab yang be
rat di dunia dan akhirat, seperti yang dika
takan oleh Sari dan Umi pada kutipan se
bagai berikut.

“Ini kan uang lembaga zakat ya 
mbak, uang zakat yang dipin
jamkan ke binaan, kedepannya 
uang ini harus dikembalikan lagi 
kepada lembaga zakat untuk di
salurkan kepada yang lainya dan 
tentunya pasti punya aturan yang 
harus ditaati, tetapi sampai se
karang saya belum mengetahui 
bagaimana cara pengembalian 
uang ini dan semuanya masih 
utuh sebesar Rp41.000.000,00” 
(Sari).

“Partisipasinya ini bertujuan sosial 
karena informan mitra tidak me
nerima fee dari BAZNAS sebagai 
feedback atas perannya, selain iu
ran infak yang dikumpulkan ang
gota binaannya yaitu Rp5.000,00 
tiap orang atau Rp25.000,00 per 
bulan sebagai uang transportasi. 
Dari sumber tersebut pun infor
man mitra juga seringkali tidak 
mengambilnya agar bisa digu
nakan sebagi jagajaga jika ada 
yang gagal bayar. Dalam indepth 
interview. Untuk PMA saya, mbak. 
Tau apa itu PMA? PMA itu Penana
man Modal Akhirat, mbak” (Umi).

Pengakuan Sari dan Umi dikuatkan 
oleh informan lain baik BAZNAS Jawa Timur 
maupun mustahik. Semangat yang diba ngun 
oleh mitra BAZNAS dalam proses pember
dayaan mustahik adalah tolong menolong, 
peduli, dan berjiwa pemberdaya (pihak yang 
sanggup melakukan pemberdayaan) dengan 
amanah dan tulus dalam menolong musta-
hik. Tindakan BAZNAS yang memilih mitra 
pendamping yang karkater pemberdaya dan 
memliki komptensi ini berrati telah mene
rapkan ajaran Islam dalam QS. An Nisa: 58. 

Adapun secara teoritis, langkah pem
berdayaan yang diambil oleh mitra BAZNAS 
ini lebih mengarah pada kecenderungan 
pemberdayaan yang sekunder. Kecenderung
an sekunder dapat dikatakan sebagai proses 
pemberdayaan yang berfokus pada proses 

pemberian stimulasi, dorongan, atau moti
vasi bagi setiap individu agar mampu dan 
berdaya untuk menentukan pilihan hidup 
mereka (AliagaIsla & Huybrechts, 2018; 
Dwivedi & Weerawardena, 2018; Rahdari, 
Sepasi, & Moradi, 2016). 

Ethical business principle dapat dilihat 
dari terpenuhinya keempat prinsip bisnis 
yang harus diperhatikan oleh social entre-
prenuership yaitu ethical, responsible, ac-
countable, dan transparant. Secara langsung 
etika bisnis tersebut telah disampaikan oleh 
amil baik pengurus BAZNAS maupun mitra 
BAZNAS pada pertemuan rutin dengan pe
serta. Pemenuhan etika yang lebih mendasar 
yaitu tentang ethical (etika dalam berwirau
saha) ataupun responsible (memiliki rasa 
tanggung jawab) dapat terpenuhi melalui 
adanya pendampingan dan bim bingan mi
tra BAZNAS maupun pengurus nya, seper
ti adanya sesi berbagi dan motivasi dalam 
pelatihan yang lebih menekankan personal 
masingmasing peserta program pember
dayaan. Hal ini lebih condong dilaksanakan 
pada program pemberdayaan yang dilaku
kan oleh mitra BAZNAS Jawa Timur melalui 
pertemuan rutin bulanan sebagai forum 
berbagi mengenai perkembangan u saha, 
pencicilan pinjaman, dan saling mendoakan. 
Efendi, (2017) dan Müller (2017) berargu
mentasi bahwa pengelolaaan zakat produktif 
yang berwawasan social entreprenuership di
arahkan pada upaya untuk memastikan ke
giatan usaha yang dilakukan oleh para mus-
tahik sudah berdasarkan etika bisnis Islam. 

Pemenuhan aspek accountable dan 
transparan, keterangan dari informan mit
ra dan informan mustahik menunjukkan 
bahwa terdapat pelatihan pembukuan yang 
diberikan oleh mitra BAZNAS kepada pe
serta. Mitra BAZNAS Jawa Timur pada ta
huntahun terakhir dikenal lebih ketat dalam 
mendisiplinkan kelompok binaannya untuk 
mempelajari dan mulai praktik pembukuan. 
Mitra BAZNAS memperutin pertemuan be
liau sendiri dengan kelompok menjadi bu
lan sekali (yang sebelumnya dilakukan dua 
bulan sekali). Hal tersebut selain bertujuan 
untuk kebutuhan setoran tetapi juga untuk 
memantau pembukuan masingmasing bi
naannya. Sebelumnya satu kelompok hanya 
memiliki satu buku untuk mencatat kalau 
mereka menyetorkan dana iuran, beserta 
tanda tangan mereka sebagai bukti setor. 
Sekarang beliau mewajibkan masingma
sing orang punya satu buku untuk mencatat 
pengeluaran, pemasukan, dan pendapatan 
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bersih, lalu dari situ diambil berapa per
sen untuk diputar kembali, begitu pula se
terusnya. Hal ini menurut beliau penting 
sebagai tahap pembelajaran, pembiasaan, 
dan sebagai persiapan bagi mustahik kare
na pada tahun ke tiga program akan selesai, 
dan yang bisa membiayai mereka setelah ini 
nanti adalah perbankan.

Dampak Sosial (Social Impact) berdasar
kan penuturan informan mustahik yang 
masih aktif dalam program, dari pinjaman 
bergulir yang difungsikan sebagai modal u
saha ini mereka mendapat omset penjualan 
yang sebagian bisa diputar kembali untuk 
dija dikan modal, untuk membayar setoran 
cicilan pinjaman, dan juga untuk tabungan. 
Yang tidak kalah penting adalah pengem
balian modal yang ringan, karena pengem
balian tersebut selain untuk dana pokok, 
tambahannya hanya berupa infak. Dari ke
tertiban mitra mengelola pinjaman modal 
bagi mustahik, dan perbaikan pembukuan
nya, meskipun nominalnya tidak besar teta
pi dapat menyadarkan mustahik mengenai 
perbedaan pinjaman modal dari dana zakat 
ini dibandingkan dengan utang dari rentenir 
yang dulu pernah menjerat mereka, seperti 
yang disampaikan oleh Dedi sebagai berikut.

“Lebih nyaman kalau dipinjami 
dari zakat gini mbak, ngemba
likannya ringan, tidak seperti pin
jam di rentenir. Kan sayang mbak, 
kita mencari uang susah susah 
hanya untuk membayar bunga
nya, enak saja” (Dedi).

Kisah Dedi tidak jauh berbeda dengan 
Sumini. Sumini dulu pernah bangkrut kare
na terlilit utang bank dan akhirnya dapat 
bangkit dari pinjaman modal dari dana 
zakat. Hal ini dijelaskan pada kutipan beri
kut ini.

“Mungkin karena dulu saya mo
dalnya minjem dari bank, mbak. 
Rasanya selalu kurang, saya pa
kai untuk ibadah itu kok juga be
rat rasanya. Kalau yang sekarang 
meskipun ndak sebanyak dulu 
tapi rasanya ayem, apa saja cu
kup” (Sumini).

Kasus mengenai keberkahan dari zakat 
yang jauh berbeda dibandingkan dengan 
pinjaman berbasis riba. Hal ini sebenarnya 

telah disebutkan dalam QS ArRum:39 se
bagai berikut:

“Dan sesuatu riba (tambahan) 
yang kamu berikan agar harta 
manusia bertambah, maka ia ti
dak bertambah pada pandangan 
Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksud
kan untuk memperoleh keridaan 
Allah, maka itulah orang orang 
yang melipatgandakan pahalanya” 
(QS. Ar Ruum:39)

Terkait riba, Beby menyatakan pinja
man usaha yang diberikan sebetulnya ha
nya sekedar cukup dipakai untuk modal dan 
tambahan untuk membenahi toko. Akan 
tetapi, di sisi lain Beby menemukan manfaat 
yang tidak hanya berupa materi tetapi juga 
keberkahan di dalamnya seperti dalam per
nyataan berikut.

“Tapi kan kalau di sini kita selain 
dipinjami modal itukan juga dido
akan sama mereka mbak, ya sama 
BAZNAS sama mitra BAZNAS, se
moga nanti lancar dagangannya 
cepat habis. Mereka mendoakan 
kita, kita juga mendoakan mere
ka. Jadi ada berkahnya” (Beby).

Indikator keberhasilan dampak so
sial yang dihasilkan dari program pember
dayaan lembaga zakat ditentukan oleh se
jauh mana keberlanjutan (Sustainability) 
program tersebut berjalan. Pengelolaan za
kat yang berwawasan kewirausahaan so
sial bukanlah program yang bersifat jangka 
pendek, melainkan program jangka panjang 
sehingga harus dilakukan secara berkelan
jutan. Sebagai tambahan, beberapa peneli
ti menggambarkan bahwa wirausaha sosial 
dianalogikan sebagai seseorang yang sedang 
menabung dalam jangka panjang, sehingga 
memerlukan waktu yang lama untuk meng
etahui hasilnya (Figueiredo & Franco, 2018; 
McMullen & Bergman, 2018; Surie & Groen, 
2017). Keberlanjutan program yang meng
hasilkan dampak signifikan pada kehidupan 
mustahik dapat dibuktikan dari keterangan 
informan pengurus zakat yang menekan
kan bahwa perjuangan untuk mendampingi 
mustahik agar dapat terus menjalani pro
gram pemberdayaan bukanlah hal sederha
na yang hanya berjalan satu dua bulan saja, 



tetapi dibutuhkan waktu bertahuntahun 
dengan dukungan dan peran berbagai pihak. 

Program pemberdayaan berupa pinja
man modal usaha yang telah dilaksanakan 
oleh BAZNAS Jawa Timur dalam bebera
pa tahun mampu mentransformasi kondi
si sosial ekonomi mustahik pada tingkatan 
yang berbedabeda. Beberapa dari informan 
alumni program ini menyatakan bahwa ada 
yang telah memiliki toko sendiri, ada yang 
memiliki dua outlet depot, dan sebagian lain 
masih menjalankan UMKM rumahan. Ten
tunya keberhasilan ini bukan terjadi secara 
instan, tetapi perlu konsistensi mustahik 
untuk menggeluti usahanya dalam bebe rapa 
tahun (sustain). Hal ini sesuai dengan pe
nelitian Ryandono & Hazami (2016) bahwa 
adanya program pemberdayaan dari lemba
ga zakat akan secara otomatis meningkat
kan kondisi sosial ekonomi mustahik. Jika 
output program pemberdayaan adalah agar 
mereka memiliki usaha sendiri, maka mer
eka akan dapat meningkatkan pendapatan
nya dari hari ke hari. Oleh karena itu, ketika 
mereka telah diberdayakan, mereka akan 
mendapatkan pekerjaan atau memiliki usa
ha kecil untuk menghasilkan pendapatan. 
Kemudian dari pendapatan tersebut mereka 
dapat bertahan untuk memenuhi kebutu
han keluarga mereka sendiri. 

Setelah berhasil berdikari kembali de
ngan hasil bantuan zakat tersebut, informan 
mustahik menceritakan pengalamannya dan 
adanya pinjaman BAZNAS Jawa Timur ke
pada temantemannya yang membutuhkan, 
serta mengajak mereka membuat Kelompok 
Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mengajukan 
pinjaman modal di BAZNAS Jawa Timur. Hal 
ini ditegaskan oleh Sumini dan Beby pada 
kutipan berikut ini. 

“Alhamdulillah sekarang berkem
bang semua usahanya, ada yang 
besar perubahannya, ada yang 
masih berjuang tergantung diri 
masing masing. Sekarang sudah 
lancar semua alhamdulillah. Itu ya 
karena tadi mbak, ada barokah
nya” (Sumini).

“Kalau kita lihat dari pinjaman itu 
ya ada baiknya mbak. Kita melihat 
bukan hanya dari besar jumlah 
uang pinjamannya itu. Tapi uang 
1 juta itu manfaatnya besar sekali 
karena kita bisa ngumpul, kita sa
ling memberi semangat, meskipun 

mayoritas modalnya pun akhirnya 
dari diri sendiri juga hehe” (Beby). 

Kriteria social entrepreneur telah diim
plementasikan dengan baik dalam program 
pemberdayaan mustahik oleh BAZNAS. 
Adanya tujuan yang jelas, program pember
dayaan yang disusun secara matang kemudi
an dilaksanakan dengan perencanaan yang 
spesifik, terukur, akurat, andal dan dalam 
waktu yang terestimasi serta sesuai dengan 
prinsipprinsip kewirausahaan sosial mer
upakan kunci sukses melahirkan mustahik 
yang mandiri dan lebih sejahtera. Strategi 
Keberhasilan pemberdayaan bagi mustahik 
adalah dengan mendirikan dan/atau me
nguatkan permodalan Usaha Mikro Kecil 
(UMK) dengan dana zakat berwujud dana 
qardul hasan bergulir. Qardul hasan bergulir 
ini merupakan alternatif solusi permasalah
an klasik UMK yaitu permodalan. Perma
salahan permodalan tersebut terutama ada
lah sulitnya akses pada sumber permodalan 
khususnya perbankan. Kondisi UMK yang 
demikian telah mendorong kepedulian ber
bagai pihak dengan menawarkan alternatif 
solusi yaitu mengimplentasikan Social Entre-
preneur (SE). SE ini merupakan upaya mem
berdayakan UMK yang diharapkan dapat 
menjadi tumpuan harapan kamandirian 
masyarakat miskin dalam hal ini para mus-
tahik. Penguatan permodalan tersebut dapat 
mensyaratkan bahwa UMK harus menye
rap tenaga kerja para mustahik yang tidak 
memilik kompetensi berwirausaha tetapi te
lah mendapatkan pendidikan keterampilan 
kerja dari BAZNAS. Pola qardul hasan ber
gulir ini juga dapat digunakan untuk mendi
dik UMK agar lebih bertanggung jawab dan 
peduli terhadap masyarakat lainnya yang 
juga membutuhkan permodalan usaha. 

Program kewirausahaan sosial oleh 
lem baga pengelola zakat juga dapat berfung
si untuk mengurangi pengangguran karena 
pengangguran ini merupakan salah satu 
penyebab kemiskinan. Usaha yang dilaku
kan oleh para peserta pemberdayaan dapat 
melibatkan mustahik lainnya menjadi peker
ja pada usaha yang dirintis dan/atau usaha 
yang sedang diberdayakan tersebut. Pem
berdayaan usaha dalam hal Usaha Mikro 
dan Kecil (UMK) yang dimiliki masyatakat 
miskin pada realitasnya banyak menghadapi 
kendala sehingga di sinilah peran LAZ untuk 
memberdayakannya. Kendala utama yang 
sering dihadapi adalah permasalahan yang 
dinilai tidak layak secara bisnis dalam ber
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hubungan dengan perbankan (unbankable). 
Kesulitan pelaku UMK ini semakin bertam
bah ketika mendapat pinjaman modal de
ngan sistem riba (bunga) yang merupakan 
biaya tetap yang harus dibayarkan walau
pun bisnisnya belum menghasilkan. Perma
salahan permodalan tersebut membutuhkan 
alternatif solusi yang lebih bersahabat se
bagai solusi permodalan dan akses keuang
an bagi usaha masyarakat miskin. 

Pola kewirausahaan sosial yang me
libatkan mustahik berdampak mustahik 
merasa lebih dihargai dan dimanusiakan 
sehingga potensi sosial ekonominya dapat 
diberdayakan dengan maksimal. Sedangkan 
model pemberdayaan berbasis kelompok 
menjadikan para sasaran pemberdayaan; 
saling memotivasi dan tolong menolong 
satu dengan lainnya sehingga kemandirian 
masingmasing lebih mudah diraih dengan 
efektif dan lebih efisien. Good governance 
pada lembaga pengelola zakat akan dikelola 
oleh para sumber daya insani yang kompe
ten sehingga keberhasilan pendayagunaan 
dana zakat untuk pemberdayaan mustahik 
akan lebih mudah tercapai. Perintah bah
wa seuatu urusan atau pengelolaan sesuatu 
harus diserahkan kepada yang berkompeten 
seperti diperintahkan dalam QS Annisa:5 
dan hadits riwayat Bukhari sebagai berikut.

“Dan janganlah kamu serahkan 
kepada orang yang belum sem
purna akalnya (tidak memiliki 
ilmuanya) harta (mereka yang 
dalam kekuasaan) kamu yang di
jadikan Allah sebagai pokok ke
hidupan. Berilah mereka belanja 
dan pakaian (dari hasil harta itu) 
dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik” (QS Anni
sa:5).

“Apabila sesuatu diserahkan ke
pada yang bukan ahlinya maka 
tunggulah kehancurannya” (HR. 
Bukhari).

 Dalam rangka mengamalkan ayat dan 
hadits tersebut, BAZNAS sebagai lembaga 
zakat pemerintah selalu berusaha dikelola 
oleh Sumber Daya Insani (SDI) yang semakin 
kompeten. Kompetensi yang dimiliki harus 
sejalan dengan prinsip tata kelola organisasi 
yang efektif dan efisien serta mengelabora
si ZCP. Hal ini dilakukan agar dana zakat 
dapat didistribusikan dengan produktif dan 

lebih tepat sasaran. SDI yang kompeten 
merupakan faktor utama dalam keberhasil_
an pelaksanaan tata kelola lembaga zakat 
sebagai social entrepreneur dalam pendaya
gunaan dana zakat untuk pemberdayaan 
fuqara wal masakin. 

SIMPULAN
Dana zakat yang pengelolaan distri

businya dengan pola charity tidak membe
rikan dampak positif terhadap pemecahan 
permasalahan sosial ekonomi mustahik. Pola 
charity ini bahkan menimbulkan dampak 
negatif bagi mustahik yaitu kebergantung
annya terhadap penerimaan dana zakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya se
hingga kesejahteraan dan kemandirian so
sial ekonominya sulit tercapai. 

Substansi lembaga pengelola zakat 
adalah lembaga kewirausahaan sosial yang 
fungsinya memberdayakan mustahik agar 
lebih mandiri secara sosial ekonomi. De
ngan demikian transformasi tata kelola 
lembaga zakat menjadi tata kelola lemba
ga kewirausahaan merupakan keharusan. 
Transformasi pola pikir dan organisasio nal 
lembaga zakat sebagai lembaga charity men
jadi lembaga pemberdayaan berbasis pada 
prinsipprinsip kewirausahaan sosial (social 
mission/goal, empowerment, ethical business 
principles, social impact, dan sustainability) 
merupakan faktor keberhasilan pengelolaan 
dana zakat dalam membangun dan mengem
bangkan kemandirian sosial ekonomi musta-
hik. Pemberdayaannya de ngan cara mendi
rikan UMK dan qardul hasan bergulir yang 
bersumber dari dana zakat untuk penguat
an permodalan UMK. Keterlibatan mustahik 
dan berbasis kelompok serta menggandeng 
mitra menjadikan sasaran program menja
di saling memotivasi dan tolongmenolong 
satu dengan lainnya pendamping program 
adalah faktor keberhasilan pemberdayaan. 
Pada sisi lain, BAZNAS harus memberikan 
dukungan dan treatment positif bagi musta-
hik yang dilakukan oleh mitra programnya 
karena mitra pendamping adalah ujung tom
bak dari program pemberdayaan. Dukungan 
tersebut dapat berupa pemberian feedback 
positif yang berupa reward atau insentif bagi 
mitra berkualitas dan amanah yang berhasil 
membantu mustahik. Tata kelola berkaitan 
dengan kejelasan akad atas dana pinjaman 
modal bergulir juga merupakan faktor yang 
penting agar pengelolaan dan mekanisme 
pengembalian pola revolving dari dana qar-



dul hasan bergulir menjadi lebih transparan 
dan mudah dalam pertanggungjawabannya. 
Di sisi lain, dari pihak eksternal, perkem
bangan social entrepreneur melalui lembaga 
zakat ini juga membutuhkan peningkatan 
keberpihakan pemerintah baik pusat mau
pun daerah dalam mendukung kegiatan 
BAZ NAS untuk membentuk UMK dari ka
langan mustahik. Faktor utama dalam ke
berhasilan pelaksanaan tata kelola social 
entrepreneur lembaga zakat dalam pendaya
gunaan dana zakat untuk pemberdayaan 
mustahik adalah Sumber Daya Insani (SDI) 
yang kompeten. 

Keterbatasan dalam penelitian ini ada
lah hanya dilakukan terhadap program pem
berdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS dan 
belum pada program pemberdayaan musta-
hik oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga 
hasil penelitian ini belum mampu memberi
kan gambaran jawaban permasalahan ke
berhasilan dan ketidakberhasilan tata kelola 
lembaga zakat dalam pemberdayaan mus-
tahik secara umum. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut yang meli
batkan LAZ agar hasil penelitiannya lebih 
holistik menggambarkan keberhasilan dan 
ketidakberhasilan pemberdayaan mustahik 
oleh lembaga zakat baik milik pemeritah 
(BAZNAS) maupun lembaga zakat yang didi
rikan oleh masyarakat (LAZ). 
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